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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ada sebuah pengharapan bahwa sejatinya sebuah pemerintahan yang baik 

itu bisa terselenggara secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta 

bertanggung jawab. Transparan artinya segala bentuk kebijakan yang dilakukan 

oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat 

pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian 

kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Akuntabel maksudnya adalah 

penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang 

ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga 

negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.1 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mendorong birokrasi pemerintahan 

daerah dapat berjalan secara transparan dan akuntabel terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat daerah. Pemerintah melahirkan kebijakan yang 

mendorong terciptanya desentralisasi, pemaknaan desentralisasi disini adalah 

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan atau 

pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya 

sendiri serta dalam hal pembuatan kebijakan yang diterapkan didaerah tersebut. 

Selain itu, Ten Berge (dalam Yuyun Yulianah) mengartikan desentralisasi 

 
1 Neneng, Siti. 2016.Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Ilmu 

Politik dan Komunikasi 4 (1): 1-2. 
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sebagai suatu penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk peraturan 

pemerintahan serta badan-badan hukum publik yang rendah, atau organ-organ 

dalam hal ini diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijakan sendiri.2 

Bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengembangan 

wilayah pedesaan dengan mengesahkan PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dengan 

adanya program dana desa tersebut, tuntutan mengenai transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa harus diterapkan secara maksimal  oleh 

perangkat desa, karena transpransi dan akuntabilitas menunjukkan keberhasilan 

pencapaian visi UU Desa. Desa maju, kuat, mandiri, adil dan demokratis serta 

berkuasa penuh memerintah/mengatur untuk kesejahteraan masyarakat desa. 

 Pembiayaan desa didasarkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban desa, 

segala hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang dan barang, 

sehingga desa mendapat cukup tenaga dan sumber keuangan untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri. Peluang untuk meningkatkan perekoomian dan 

kesejahteraan rakyat. Semua ketentuan terkait perencanaan desa, pelaksanaan, 

pengelolaan, pelaporan dan terakhir penyelenggaraan pelaporan diatur dalam 

peraturan Pengelolaan Keuangan Desa No. 20 Tahun 2018. Pemerintah harus 

siap dan mampu setelah menerima dana desa dalam mengelola keuangan desa 

dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dapat dilaksanakan 

dengan tertib dan disiplin.  

 
2 Yuyun, Yulianah. 2017.  Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal 

Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 608-627. 
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Masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

adalah korupsi pada tubuh institusi atau lembaga pelayanan publik. Menurut data 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi 

yang dilakukan oleh penegak hukum sepanjang tahun 2021.3 Pada tahun 2021, 

jumlah kasus korupsi yang berhasil diadili lebih tinggi dari tahun lalu dan 

berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Tingginya angka korupsi dalam beberapa 

tahun belakang menandakan bahwa aparatur pelayanan publik ataupun pejabat 

publik dan pemerintahan kurang menjalankan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi. Praktik administrasi yang baik meningkatkan kualitas administrasi 

dan dengan demikian mengurangi korupsi, dan pemerintah lebih focus pada 

kepentingan masyarakat. 

Terwujudnya pengelolaan keuangan dana desa yang akuntabel dan 

transparan merupakan salah satu keberhasilan penerapan prinsip good 

governance. Oleh karena itu, pejabat administrasi publik diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien dan 

bertanggung jawab. Bisa diimplementasikan penerapan tata kelola yang baik 

membutuhkan banyak waktu dan tentunya investasi yang konstan. Sangat 

diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dapat 

mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah.4 

 
3 Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir. Data diambil dari 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi- 

meningkat-dalam-5-tahun-terakhir. Diakses pada 12 Februari pukul 20.00 WIB. 
4 Listriyanti Palangda.2020.  Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis, 1 (2). Hlm 275. 
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Previews studi yang mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip good 

governance dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan 

oleh Badrus Zaman yang menemukan faktor tidak maksimalnya penerapan  

prinsip-prinsip good governance karena aparatur yang kurang menguasai 

teknologi. Selain itu, Kabul Setio Utomo lebih fokus menerapkan tanggung 

jawab, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Tidak hanya 

menyangkut penerapan prinsip-prinsip good governance, tetapi juga hambatan 

dalam penerapan prinsip good governance yang dikaji oleh Dwi Prihatini. 

Terakhir, penelitian oleh Sri Warjiyati, yang berbicara tentang pentingnya good 

governance dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti menghadirkan suatu hal 

yang berbeda, yaitu menggunakan indikator akuntabilitas dan transparansi dari  

prinsip good governance. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan dana desa. Peneliti merujuk pada kasus korupsi Anggaran 

Dana Desa yang dilakukan oleh Wali Nagari periode 2015-2020 di Nagari 

Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat . 

1.2 Rumusan Masalah 

Di wilayah Sumatera Barat, Desa disebut dengan Nagari. Hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Nagari. Dalam Perda tersebut, Nagari dikatakan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis dan historis dengan batas-batas 

dalam wilayah tertentu, memiliki harta milik sendiri, berhak memilih pemimpin 
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atas kebijakannya sendiri, serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. Falsafah dan kode adat, Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi 

Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat Provinsi Sumatera 

Barat.. 

Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari yang  dipilih secara demokratis 

oleh masyarakat di Nagari tersebut melalui Pemilihan Wali Nagari (Pilwana). 

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal diharapkan dapat menentukan 

kemajuan nagari dalam beberapa tahun kedepan. Untuk mencapai nagari yang 

maju, pemerintah desa perlu memperhatikan implementasi tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Menurut UNDP (United National 

Development Planning), good governance merupakan praktek penerapan 

kewenangan pengelolaan berbagai urusan, penyelenggaran negara secara politik, 

ekonomi, administratif, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat 

dimengerti dan dipantau.5 

Dalam menerapkan good governance kita juga berbicara tentang prinsip-

prinsip yang harus dijalankan yaitu akuntabilitas dan transparansi, agar 

terwujudnya pengelolan keuangan yang bersih. Penerapan prinsip akuntabilitas 

dan transparansi diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan potensi 

perubahan yang lebih baik pada birokrasi. Di Nagari Ganggo Hilia, tahun 2019 

 
5 Safrijal. 2016.  Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di 

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan  

Kewarganegaraan Unsyah, 1 (1): 176-191. 
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terjadi kasus dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa oleh Wali Nagari yang 

menjabat pada saat itu.6  

 

 
Gambar 1.1 

Terlibat Kasus Korupsi, Walinagari Ganggo Hilia Menghilang 
 Sumber: Prokabar.com 

 

Tindak pidana korupsi terhadap Anggaran Dana Desa ini mencerminkan 

bahwasanya penerapan prinsip tanggung jawab dan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa masih belum dilaksanakan secara maksimal, akibatnya 

muncul stiqma negatif dari masyarakat  kepada pemerintahan nagari. Pernyataan 

ini diperkuat dengan wawancara dengan Nefizar selaku ketua Bamus Nagari 

Ganggo Hilia pada tangal 10 November 2021, yaitu: 

“Masyarakat pada saat pemerintahan Wali Nagari Bondan, tidak teralu 

tertarik dengan urusan nagari dan enggan berpartisipasi dalam setiap kegiatan 

Nagari, masyarakat pada saat itu mengalami krisis kepercayaan kepada 

pemerintahan nagari, hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui 

dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari dan beberapa warga sudah 

melaporkanya ke pihak yang berwajib” 

 

 
6 Wali Nagari di Pasaman Ini Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Dana ADD. Data diambil dari 

https://padangmedia.com/wali-nagari-di-pasaman-ini-diperiksa-terkait-dugaan-korupsi-dana-

add/. Diakses pada 6 Juni 2022 pukul 20.00 WIB. 
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Pergantian Wali Nagari yang baru saja merupakan hasil Pemilihan Wali 

Nagari (Pilwana) Serentak Se-Kabupaten Pasaman Tahun 2020 diharapkan untuk 

merangkul dan mengambil kembali kepercayaan masyarakat Ganggo Hilia, serta 

menciptakan pengelolaan keuangan yang bebas dari kecurangan.7 Menurut 

Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tahap 

pengelolaan dana desa harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala desa wajib 

melaksanakan dan mengarahkan aparatur nagari agar tidak terjadi kesalahan. 

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)   

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa  

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa  

5. Melaksanakan kegiatan penghasil biaya dengan mengorbankan anggaran 

desa 

Kepala desa atau Wali Nagari dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan 

keuangan desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

 
7 Bupati Pasaman Lantik 24 Wali Nagari Terpilih Periode 2020 – 2026. Data diambil dari 

https://sumbar.kabardaerah.com/2020/08/bupati-pasaman-lantik-24-wali-nagari-terpilih-

periode-2020-2026/. Diakses pada 17 April 2021 Pukul 11.00 WIB. 
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Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) berasal dari sebagian 

perangkat desa yang meliputi : sekretaris desa, lurah dan bendahara. Adapun 

sumber pendapatan desa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Dana Desa 

2. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

4. Dana Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota 

6. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga 

7. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua setelah Wali Nagari baru menjabat di 

Nagari Ganggo Hilia, dalam kepemimpinannya telah terjadi perubahan dalam 

pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, 

melibatkan badan permusyawaratan nagari, masyarakat dalam musyawarah 

penetapan anggaran dana yang diperlukan dalam pembangunan nagari, serta 

berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negri  No.20 Tahun 2018 dan Peraturan 

Bupati Pasaman No.5 Tahun 2019. Dalam pelaksanaanya pengelolaan keuangan 

desa, pemerintah nagari Ganggo Hilia juga memperketat pengalokasian dana 

desa, dana desa tidak bisa dipakai apabila tidak ada kejelasan dalam 

pengalokasiannya, serta melakukan pengawasan dan pembinaan. 

Pengawasan keuangan  di Nagari Ganggo Hilia dicatat dalam bentuk 

APBDes. Manajemen mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-
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undangan. Artinya, pemerintah nagari tidak lagi sembarangan dalam mengelola 

keuangan desa serta berkoordinasi dalam setiap penganggaran dana desa. 

Pernyataan ini diperkuat dengan wawancara dengan Hafitah selaku Wali Nagari 

Ganggo Hilia pada tangal 26 September 2022, yaitu: 

“Alhamdulillah, dalam pengelolaan dana desa kami menetapkan anggaran 

sesuai dengan regulasi yang ada, mengadakan musyawarah nagari, atau 

musyawarah khusus nagari, sehingga selama dua tahun ini tidak ada 

temuan atau penyelewengan dana desa. Dalam pengelolaannya dana desa 

tetap berkoordinasi dengan bamus, pihak kabupaten. Dana desa yang di 

transfer pusat ke rekening kas nagari baru bisa dicairkan ke pihak bank 

apabila memenuhi persyaratan yaitu dengan membuat permohonan 

pengalokasian dari dana tersebut kepada wali nagari, sekeretaris nagari dan 

kepada kas dan kaur.” 

  Dalam pengawasan dana desa, supaya pengelolaan dana desa semakin 

transparan dan akuntabel, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan 

masyarakat dan badan permusyawaratan nagari. Sedangkan pengawasan yang 

bersifat refresif dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik 

inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beberapa 

informasi yang peneliti temukan dengan pernyataan diatas ditemukan oleh 

penelitii mengasumsikan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Ganggo Hilia 

semakin transparan dan akuntabel setelah pergantian wali nagari. Berdasarkan 

uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan rumusan 

masalah : 

Bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan dana desa di Nagari Ganggo Hilia tahun 2021? 
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 1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut: 

Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan dana desa di Nagari Ganggo Hilia tahun 2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip good governance. 

b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan 

prinsip - prinsp good governance. 

2. Secara Praktis 

Dari segi praktis, studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pengambil keputusan, khususnya instansi pemerintah dalam menetapkan 

kebijakan terkait peningkatan akuntabilitas dan transparansi instansi 

 

 


